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Walikota Tasikmalaya 

Provinsi Jawa Barat 
 

 

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR   47  TAHUN 2017 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  NOMOR 118 
TAHUN 2013 TENTANG  PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS  

BADAN LAYANAN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  

dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA TASIKMALAYA,  

Menimbang  : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2013 
tentang  Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan 
Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo 

Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam Peraturan Wali 
Kota, belum mengatur bagan struktur organisasi Dewan 

Pengawas; 

  b. bahwa untuk memperjelas hubungan kerja internal Dewan 
Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota 

Tasikmalaya, maka perlu mengatur bagan struktur 
organisasi Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah 
dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 
Nomor 118 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan 
Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit 

Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072);  
 



 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 

tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;  

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016  Nomor 
174); 

                           

      MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  NOMOR 118 TAHUN 
2013 TENTANG  PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS  BADAN 

LAYANAN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  dr. 
SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA 

 
Pasal I 

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya 

Nomor 118 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan 
Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum 
Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya  (Berita Daerah Kota 

Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 706) diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal  9 

 (1) Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) orang 
anggota sesuai dengan persyaratan  yang ditetapkan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  

(2)  Ketua Dewan Pengawas berasal dari salah satu anggota. 

(3) Ketua Dewan Pengawas dipilih berdasarkan musyawarah 

anggota dan ditetapkan oleh Walikota. 

(4)  Keanggotaan Dewan Pengawas dapat terdiri atas: 

a.  unsur pemerintah daerah yang mempunyai tugas fungsi 
di bidang kesehatan dan pengelolaan keuangan; 

b. unsur indepeden yang memiliki kompetensi di bidang 
perumahsakitan. 



 

(5) Struktur Organisasi Dewan Pengawas adalah sebagai berikut  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Keterangan : 
 
      Garis Komando 

      Garis Koordinasi 
      Garis Pengawasan 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya. 

 

 
Ditetapkan di Tasikmalaya 
pada tanggal 29 November 2017                    

  WALI KOTA TASIKMALAYA, 
 

 
       ttd 

 

         H. BUDI BUDIMAN 
 

Diundangkan di  Tasikmalaya 

pada tanggal 29 November 2017 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 

              

  ttd 

   

                 IVAN DICKSAN HASANNUDIN 

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN  2017 NOMOR  412 

WALI KOTA TASIKMALAYA 

KETUA DEWAN 
PENGAWAS 

ANGGOTA DEWAN 
PENGAWAS 


